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Latar belakang dari penelitian ini yaitu penyandang disabilitas di Indonesia
sering mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak mereka, sehingga
memberikan beban mental yang signifikan saat melakukan aktivitas fisik. Di negara
lain seperti Korea Selatan, pemerintahannya telah mengembangkan dan
menerapkan serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk
meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan subsidi bagi
penyandang disabilitas. Maka dari itu, pada penelitian ini dilakukan perbandingan
mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas antara sistem hukum indonesia
dan sistem hukum korea selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum
Korea Selatan? 2) Bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut
Perspektif Hukum Indonesia Dengan Hukum Korea Selatan?, 3) Bagaimana
Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini
yakni: 1) Untuk menganalisis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut
Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Korea Selatan, 2) Untuk menganalisis
Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif
Hukum Indonesia Dengan Hukum Korea Selatan, 3) Untuk menganalisis
Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),
metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari
berbagai sumber seperti perpustakaan dan sumber lain seperti buku, jurnal, majalah,
bahan dokumentasi, surat kabar, dan internet. Teknik analisis data. Teknik analisis
data menngunakan logika deduktif untuk menganalisis perbandingan.

Hasil dari penelitian 1) Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku
dinegara Indonesia pada waktu sekarang di suatu tempat atau suatu wilayah tertentu
disebut dengan “Hukum Positif”, artinya yaitu hukum yang (dipositifkan) berlaku
bagi masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Terdiri dari ruang lingkup
pengantar hukum Indonesia dan klasifikasi hukum, sedangkan Hukum Korea
Selatan adalah kesatuan yang berbentuk republik demokratis, dimana kebebasan
individu dalam mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah dibatasi
oleh undang-undang. Kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri
Presiden menjabat menjadi kepala negara. Terdiri dari Hak Sipil, Hak Politik, Hak
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Ekonomi dan Hak Budaya, 2)Perbandingan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas menurut Hukum Indonesia dengan Hukum Korea Selatan terdiri dari
persamaan dan perbedaan. Persamaan dari Undang-Undang Indonesia dan Undang-
Undang Korea Selatan antara lain: Persamaan Hak Keadilan dan Perlindungan
Hukum, Persamaan Hak Pendidikan, Persamaan Hak Pekerjaan, Persamaan Hak
Kesehatan, Persamaan Hak Politik, Persamaan Hak Kebudayaan dan Pariwisata,
Persamaan Hak Kesejahteraan Sosial, Persamaan Hak Perlindungan serta
Persamaan bebas dari diskriminasi. Perbedaan kedua Undang-Undang tersebut
yaitu tidak adanya pemenuhan hak hidup, hak privasi, hak bebas dari stigma, hak
privasi, hak keagamaan, hak keolahragaan dan hak kewarganegaraan dalam
Undang — Undang Negara Korea Selatan sedangkan dalam Undang-Undang
Indonesia terdapat hak-hak tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan hak aksesiblitas,
hak pelayanan publik, hak habilitasi dan rehabilitasi, Hak Hidup Secara Mandiri
dan dilibatkan dalam Masyarakat, Hak Berekspresi, Berkomuniaksi dan
Memperoleh Informasi, dan hak pendataan antara Undang — Undang Indonesia dan
Undang-Undang Korea Selatan, 3) Teori Hukum Islam (Ushul Figh) adalah bidang
studi hukum islam yang melihat masalah hukum dan legetimasi dalam konteks
institusional dan sosial, sedangkan magashid syari'ah dibedakan menjadi 3 (tiga)
kategori berdasarkan jangkauan hukum al Maqdsid, yang terdiri dari: (1) Magashid
syarfah Umum yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan,
seperti syarat dan persyaratan yang disebutkan di atas. Ulama juga menciptakan
maqgashid syariah baru, seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan; (2)
Magashid syarT'ah Spesifik: berkaitan dengan bab tertentu dari hukum Islam, seperti
mencegah kejahatan pada bab pidana, kesejahteraan anak pada bab keluarga, dan
mencegah monopoli pada bab mu‘amalah; (3) Magéashid syari'ah Parsial: meliputi
maksud llahi di balik teks atau hukum tertentu, seperti maksu terungkapnya
kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu.
Maka fikih disabilitas merupakan fikih atau hukum Islam yang bertujuan untuk
melindungi dan memberikan hak bagi kalangan disabilitas, Hukum Islam Tentang
Disabilitas. Islam memandang kondisi disabilitas bukan merupakan hukuman,
namun ujian dari Allah untuk memperkuat keimanan.
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ABSTRACT
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The background of this study is that people with disabilities in Indonesia
often experience discrimination in the fulfillment of their rights, thus giving a
significant mental burden when carrying out physical activity. In other countries
such as South Korea, the government has developed and implemented a series of
policies and programs aimed at improving facilities for people with disabilities and
increasing subsidies for people with disabilities. Therefore, in this study a
comparison was made regarding the fulfillment of the rights of persons with
disabilities between the Indonesian legal system and the South Korean legal system.

The formulation of the problem in this research is 1) How are the rights of
persons with disabilities fulfilled according to the perspective of Indonesian law
and South Korean law? 2) How are the Rights of Persons with Disabilities Fulfilled
According to Indonesian Legal Perspective and South Korean Law?, 3) How are
Persons with Disabilities According to Islamic Law. The aims of this research are:
1) To analyze the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities According
to the Perspective of Indonesian Law and South Korean Law, 2) To analyze the
Comparison of the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities According
to the Perspective of Indonesian Law and South Korean Law, 3) To analyze the
Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities According to the Law Islam.

This type of research is library research, data collection methods by
collecting data and information from various sources such as libraries and other
sources such as books, journals, magazines, documentation materials, newspapers,
and the internet. Data analysis technique. Data analysis techniques using deductive
logic to analyze comparisons.

Results of the research 1) Indonesian law is the law that applies in the
country of Indonesia at the present time in a certain place or region, called "Positive
Law", meaning that it is law that (positively) applies to a certain society and at a
certain time. Consisting of an introductory scope of Indonesian law and legal
classification, while South Korean law is a unit in the form of'a democratic republic,
where individual freedom ignores public interests, government power is limited by
law. The head of government is led by a Prime Minister. The president serves as
head of state. Consisting of Civil Rights, Political Rights, Economic Rights and
Cultural Rights, 2) Comparison of the Fulfillment of the Rights of Persons with
Disabilities according to Indonesian Law with South Korean Law consists of
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similarities and differences. The similarities between Indonesian law and South
Korean law include: equal rights to justice and legal protection, equal rights to
education, equal rights to employment, equal rights to health, equal political rights,
equal rights to culture and tourism, equal rights to social welfare, equality The right
to protection and equality is free from discrimination. The difference between the
two laws is that there is no fulfillment of the right to life, the right to privacy, the
right to be free from stigma, the right to privacy, religious rights, sports rights and
citizenship rights in the South Korean Law, whereas in the Indonesian Law there
are these rights. . Apart from that, there are differences in the right to accessibility,
the right to public services, the right to habilitation and rehabilitation, the right to
live independently and be involved in society, the right to express, communicate
and obtain information, and the right to data collection between the Indonesian Law
and the South Korean Law, 3 ) Islamic Legal Theory (Ushul Figh) is a field of study
of Islamic law that looks at legal issues and legitimacy in institutional and social
contexts, while maqashid syari'ah is divided into 3 (three) categories based on the
scope of al Maqdsid law, which consists of: (1) General Magashid syari'ah that can
be considered in Islamic law as a whole, such as the terms and conditions mentioned
above. Ulama also created new magashid syari'ah, such as justice, universality and
convenience; (2) Specific Maqashid syari'ah: relating to certain chapters of Islamic
law, such as preventing crime in the criminal chapter, child welfare in the family
chapter, and preventing monopoly in the mu'amalah chapter; (3) Partial Magashid
syari'ah: includes the divine intention behind certain texts or laws, such as the
intention to reveal the truth in determining a certain number of witnesses in certain
legal cases. So disability jurisprudence is Islamic jurisprudence or law which aims
to protect and provide rights for people with disabilities, Islamic Law Concerning
Disabilities. Islam views disability as not a punishment, but a test from Allah to
strengthen faith.
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